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ABSTRAK 

 
Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan 

barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat 

umum dalam transportasi kota. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam 

mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian 

kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas 

dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus 

transportasi barang dan jasa. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah 

menjadi kebiasaan bagi masyarakat, maka tidak sedikit yang terjaring kasus 

pelanggaran lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran 

strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian 

dari upaya memajukan kesejahteraan umum. 

Kata kunci : Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Implementasi, Polrestabes Semarang 
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BAB I 

 
Pendahuluan 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau 

memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan 

juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat 

pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman 

kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu 

lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya 

manusia dan kerugian secara material1 

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat 

dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki 

peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.2 

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya 

untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan 

jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan 

negara. 

 
 

1 Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, dalam http://www.polri.go.id, diunduh 21April 2014 pukul 20.30 WIB. 

2Pietersz, 2010. Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010. 
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Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran 

hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.3 Pelanggaran ringan yang kerap 

terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, 

menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan 

lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan 

masyarakat dan anak-anak sekolah. 

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi 

masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di 

jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus 

pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap 

menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada 

eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah 

satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di 

masyarakat yaitu pasal 107 ayat (2). Selanjutnya dalam batang tubuh dijelaskan, 

bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah: 

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk 

 

 
3 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 
hal. 20. 4 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, Fungsi 
Teknis Lalu Lintas, Semarang : Kompetensi Utama, hal. 6. 
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mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu 

menjunjung tinggi martabat bangsa 

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa 
 

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat4 

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan 

atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah 

pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan 

bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. 

Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan, bahwa anak di bawah umur tidak boleh 

mengendarai kenderaan.5 

Sedangkan pada praktiknya, masih sering terlihat banyaknya pelanggaran 

yang terjadi dalam berlalulintas, baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, 

tidak menggunakan helm, kaca spion, lampu sen, apalagi di daerah Polrestabes 

Semarang dimana masyarakat dalam berkendaraan masih kurang sadar terhadap 

 
 

 
4 Feriansyach, “Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia,” dalam 
https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan- 
angkutan-jalan-diindonesia/ (Diakses tanggal 21 April 2015) 
5 ketentuan pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
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kelengkapan sepe damotor. Akibatknya terjadi peningkatan kecelakan yang 

mengakibatkan naiknya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu 

hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat 

berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. 

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas 

kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan 

masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau 

kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum 

dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang ? 

2. Bagaimana hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang ? 

3. Apa solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang ? 

 
 
 
 

 
4 



 
C. Tujuan Penelitian 

 
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini 

tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes 

Semarang. 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 

 
a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan 

pemikiran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori 

yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan 

dokumentasi ilmiah. 

2. Manfaat praktis 

 
a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti 
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b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk 

pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 

c. Untuk memberikan konstribusi terhadap pemecahan berbagai masalah 

dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan. 

E. Sistematika Penulisan 
 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi, penulis 

akan menguraikan secara sistematis ke beberapa bab yang diusahakan dapat saling 

berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan judul yang dibuat penulis, maka 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistemmatika penelulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi tinjauan pustaka yang didahului dengan 

menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana di bidang lalu lintas, tinjauan 

umum tentang tindak pidana kesengajaan dan kealpaan serta tinjauan umum tentang 

penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas. 

BAB III : Metode Penelitian berisi tentang langkah-langkah penelitian yang di 

lakukan, jenis data penilitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pepembahasan di dalamnya dijelaskan Implementasi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 

wilayah hukum Polrestabes Semarang, Hambatan dalam implementasi Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 
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Polrestabes Semarang, dan Solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang. 

BAB V : Penutup yakni mencakup kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab 

penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan 

rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

 
Tinjauan Pustaka 

 
A. Pengertian Implementasi 

 
Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan6 artinya segala sesuatu 

yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan peraturan yang telah dibuat untuk 

kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Maka, implementasi peraturan juga dituntut untuk melaksanakan dengan 

sepenuhnya peraturan yang telah direncanakan, permasalahan yang akan terjadi 

adalah apabila yang dilaksanakan menyimpang dari yang telah dirancang maka 

terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap 

sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini adalah 

beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin 

Usman Implementasi adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan 

yang terencana dan untuk mencapai tujuan”.7 

Menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan 

pendapatnya implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kegiatan 

menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi”.8 

 
 

 
6 M.Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174 
7 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Yogyakarta: Insan Media, 2002), 70. 
8 Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 67. 
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Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

aturan. Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya implementasi adalah 

“perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang 

efektif”.9 Secara garis besar pengertian dari implementasi adalah suatu proses, suatu 

aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan. 

B. Pengertian Undang-Undang 
 

Undang-undang yang merujukpada jenis atau bentuk peraturan yang 

dibuat oleh Negara, berasal darikata “wet” yang memiliki dua macam arti yaitu 

“wet in formele zin” dan “wet in materiele zin” yaitu pengertian undang-undang 

yang didasarkan pada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang- 

undang yang didasarkan pada isi atau substansinya.10 Pemakaian istilah 

Perundangan bearasal dari kata “Undang” dengan dibubuhi awalan per- dan -an. 

Kata “Undang” berkonotasi lain dari kata “Undang-undang”. Yang dimaksud 

dengan konteks penggunaan istilah ini adalah kata yang berkaitan dengan 

“undang-undang “ bukan kata “undang” yang mempunyai konotasi lain.11 

Pendekatan ketiga memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. 

Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi 

 
 
 

 
9 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004), 39 
10 Amiroedidin Syarif. Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Teknik Membuatnya). Rineka Cipta. 
Bandung. 1997. Hal 4-6 
11 Machmud Aziz, PengujianPeraturanPerundang- 
UndanganDalamSistemPeraturanPerundang-Undangan Indonesia, Jurnal MK, Vol.5, Jakarta, 2010,hal 
115 
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programprogram yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk 

kurikulum desain (dokumentasi). 

Kemudian pengertian undang-undang menurut H. Soehino, memberikan 

pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan -peraturan 

perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang 

sampai yang terendah, yang di hasilkan secara atribusi atau delegasi dari 

kekuasaan perundang- undangan. 

2. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan 

tersebut. Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia di 

sebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, 

yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 

dan mengikat secara umum.”12 

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “pembedaan 

keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu 

suatu undang-undang yang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi 

bentuknya yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah”13 

 
 
 
 
 

 
12 Abdul Latief, HukumdanPeraturanKebijaksanaan (Beleidsregel) padaPemerintahan Daerah, UII 
Press, Yogyakarta, 2005 

 
13 Jimly Assiddiqie. Perihal Undang-undang. Konstitusi Press. Jakarta. 2006. Hal 34 
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DalambahasahukumEfektivitasdapatdiartikansebagaikeberhasilgunaa 

nhukum, 

dalamhaiiniberkenaandengankeberhasilanpelaksanaanhukumitusendiri.Efek 

tivitashukumdalamperaturanperundang- 

undanganberartimembicarakanmengenaidayakerjahukumtersebutdalammengatu 

rdalamkehidupanmasyarakat.Efektivitashukumdima 

ksudberartimengkajikaidahdalamperundang-undangan, baikitusecarayuridis, 

berlakusecarasosiologisdanberlakusecarafilosofis. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas hukum 

ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk 

para penegak hukumnya, sehingga dikenal dengan asumsi bahwa “ Taraf 

kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu 

sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum 

tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan 

melindungi m,asyarakat dalam pergaulan hidup.14 Selanjutnya Soerjono Soekanto 

menambahkan bahwa dalam Sosiologi Hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan 

hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang 

pokok dalam menakat efektiftidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum.15 

Berbeda dengan pendapat A Hamid S Attamini yang menyatakan 

bahwa kata “wet” tidak tepat diterjemahkan dengan Undang-undang, tidak 

tepat apabila kata “wet in formele zin” diterjemahkan dengan undang-undang 

 
 

14 Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta. Rajawali. 1983 hal 7 
15 Soerjono Soekanto. Sosiologi; Suatu Pengantar. Bandung. Rajawali. Press. 1996 hal 20 
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dalam arti formalataupun kata- kata “wet in materiele zin“ dengan undag- 

undang dalam arti material.16 

Sedangkan menurut Bustanul Arifin efektifnya sebuah hukum didukung 

oleh 3 pilar, yakni : 

a. Lembaga penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan; 
 

b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis 
 

c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.17 
 

Dalam rangka Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan 

dalam pelaksanaannya sering dikaitkan dengan pengertian Implementasi. 

Impelentasi itu sendiri merupakan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pengertian lain 

mengenai Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul 

Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya 

mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atauadanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan kegiatan.18 

C. Pengertian Lalu Lintas 
 

Berbicara mengenai lalu lintas maka istilah angkutan jalan pasti sering 

terdengar setelah kata lalu lintas tersebut, kedua istilah tersebut memang sering 

 
16 A Hamid S. Attamini. Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara, Disertasi UI. Jakarta. 1999. Hal 197 
17 Zaenuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2007 hal 62 
18 Usman Nurdin. Konteks Implementasi Berbaisis Kurikulum. Yogyakarta:Bintang Pustaka. 2002. 
Hal 70 
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serangkai penggunaanya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 

yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 200919 Lalu Lintas adalah 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu 

lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut Ali 

lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon naning juga 

menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau 

tanpa alat penggearak dari satu tempat ke tempat lainnya.20 Subekti juga 

memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah 

segala pengunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dari 

definisi-definisi yang telah disebutkan diawal dapat disimpulkan bahwa lalu lintas 

dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum 

sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik 

kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar 

manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. 

Menurut Poerdarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal 

 

 
19 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I 
Ketentuan Umum 
20 Ramdlon Naning, Pengertian dan klasifikasi kecelakaan, (Bandung: cipta, 2009), hlm. 
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perjalanan dijalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan 

tempat lainnya.21 Sedangkan disebutkan dalam undang-undang Nomor. 22 tahun 

2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas 

jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas 

pendukung dan diperumtukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau 

barang. Didalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain 

adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan 

kendaraan. 

a. Manusia 
 

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya 

setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang 

barangkali berbeda antara satu dengan yang lainya. Manusia juga berperan 

sebagai pengemudi kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda. 

b. Kendaraan 
 

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. 

Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi 

dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut peraturan 

pemerintah repuplik indonesia tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi 

tanggal yang merupakan turunan dari undang-undang tahun 1992 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi: 

1) Sepeda Motor 
 
 

 
21 Argya Sukma Jiwangga, Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Pengguna Kendaraan Bermotor 
(Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto), Skripsi. 2013. Diakses melalui: 
http://docplayer.info, tanggal: 20 November 2018. 
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2) Mobil penumpang 

 
3) Mobil bus 

 
4) Mobil barang 

 
5) Kendaraan 

 
c. Jalan 

 
Jalan adalah lintasan yang direncanakan dan diperuntukkan kepada pengguna 

kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam 

lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan 

lancar, aman an mendukung muatan kendaraan. 

Lalu lintas terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan 

suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu 

kendaraan bermesin roda dua atau beroda empatpada umumnya dan kendaraan 

yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain. 

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi 

nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam 

rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang- 

Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

merupakan suatu dasar hukum terhadapPemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, 

dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jika ditinjau lebih 

lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan 

antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan 
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dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan 

dengan tujuan : 

1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangasa, serta mampu menjunjungtinggi martabat 

bangsa. 

2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 
 

3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 
Lalu lintas adalah pergerakkan kendaraan, orang di jalan. Pergerakkan 

tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang 

akal sehatnya mengemudikan kenderaan dijalan akanMengakibatkan bahaya bagi 

pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewandijalan tanpa dikendalikan oleh 

seseorang yang sehat akalnya akanmembahayakan pemakai jalan yang lain. 

D. Pengertian Angkutan Jalan 
 

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 angkutan jalan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.22 

Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada 

 
 
 

22 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I, 
Ketentuan Umum. 
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permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, 

serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 

Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindah orang dan barang dari satu 

tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan), 

yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan 

(armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan 

angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak 

barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam yang ada. 

Pegangkutan dapat juga diartikan sebagai perpindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan 

gerakan dari tempat asal, dari mana angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana 

kegiatan pengangkutan akan diakahiri. Dalam hubungan ini, terlihat beberapa 

unsur-unsur pengangkutan meliputi atas: 

a. Adanya muatan angkutan 

 
b. Tersedianaya kendaraan sebagai alat angkutan 

 
c. Adanya jalanan/jalur yang dapat dilalui 

 
d. Adanya terminal asal dan terminal tujuan 

 
e. Tersedianaya sumber daya manusia dan organisasi atau menajemen yang 

menggerakkan kegiatan trasportasi tersebut. 
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1 
BAB III 

 
Metodologi Penelitian 

 
A. Metode Pendekatan Masalah 

 
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis 

empiris,yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang– 

undangan dan praktik penerapan hukum di lapangan untuk memperoleh faktor 

pendukung dan hambatannya.23 Pendekatan yuridis empiris ini merupakan 

pendekatan dengan berdasarkan norma–norma atau peraturan perundang–undangan 

yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas dan penerapannya 

dalam praktik hukum di masyarakat (khususnya Pengadilan Negeri Semarang). 

Untuk dapat menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada 

sehingga tercapai tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukan adanya 

data-data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas (dipercaya) 

maupun reliabilitasnya (keajegan).Data yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh 

dengan penelitian yang benar dan sesuai dengan kebutuhan.2 

Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui 

tentang suatu peraturan perundang–undangan yang berlaku, khususnya Kitab 

Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undan–Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji 

dan membahas permasalahan hukum di wilayah polrestabes Semarang. 

C. Jenis Penelitian 
 

 
1 Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN 
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 
18, No 1 (2021), DOI: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286 
 
 
 

https://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286


Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis deskriptif.24 Yaitu bersifat 
 

spesifik, jelas, dan terperinci serta  bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang 
 
 
 
 

23 Soerjono Soekanto, 2007,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 9. 
24 Sosiologis Deskriptif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data 
awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas 
suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai 
gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 
(observasi), dan wawancara (interview). 
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implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

khususnya dalam membahas permasalahan di wilayah hukum Polrestabes 

Semarang. 

D. Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 

pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi 

yang di pilih sebagai penelitian adalah Polrestabes Semarang yang mana data 

keseluruhan kecelakaan ada di tempat ini. 

E. Sumber Data Penelitian 
 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pembuktian lapangan. Data 

sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari 

bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

1. Data primer 
 

Data yang diperoleh dari pembuktian lapangan dalam hal ini tentang 

pelaksanaan proses hukum di wilayah polrestabes Semarang. 

a. Bahan Hukum Primer 
 

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri 

dari:25 

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945 
 

 
25 Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Raja 
Grafindo Persada, hal. 31. 
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2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu: 

 
a) KUHP 

 
b) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 

 
3. Data sekunder 

 
Data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari bahan 

hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier 

a.  Bahan Hukum Sekunder 
 

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu 

hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau 

elektronik).26 

4. Bahan Hukum Tersier 
 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan skunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. 

F. Metode Penentuan Sampel 
 

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

data berupa non probability yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama 

bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu atau ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

 
 
 
 
 

 
26 Ibid, hal. 32. 
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hubungan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti 

masuk dalam kategori tersebut. 

Penentuan subjek yang akan peneliti wawancarai, dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu karena objek penelitian adalah orang yang memahami Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehinga 

di lalkukan wawancara kepada Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan. 

G. Metode Pengumpulan Data 
 

Teknik penggalian data adalah mendapatkan data yang akurat dan autentik 

karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder, 

yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara 
 

Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi atau kelompok bertatap muka, 

maksudnya seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada responden atau narasumber.27 

Wawancara yang dilakukan langung dengan narasumber merupakan 

pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan 

dilakukannya tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun 

secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat 

dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan 

 
 
 

27 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82. 
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secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari 

narasumber yang berkompeten.28 Yaitu Kanit Lantas Polsek Semarang 

Selatan. 

2. Dokumentasi 
 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber 

data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi 

resmi, buku, majalah, jurnal, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

3. Observasi 
 

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

perilaku manusia yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi.29 

H. Teknik Analisis Data 
 

Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis 

kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul 

untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang 

sebenarnya.30 Pembuatan kesimpulan merupakan menyimpulkan dari analisis data 

untuk menyempurnakan suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat 

kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang 

sudah dianalisis kemudian menuliskannya 

 
 
 
 

 
28 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 95. 
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 206-208. 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rieneka Cipta, 
2002), h. 182 
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BAB IV 

 
Hasil dan Pembahasa Penelitian 

 
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPTU Bambang Triyono 

sebagai Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan pada hari Senin 22 Februari 2021 

Pukul 09:00 – 11:00 WIB didapatkan hasil. Lalu lintas dan angkutan mempunyai 

peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai 

bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang- 

Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian 

lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah perhubungan antara 

sebuah tempat dengan tempat lain. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, 

lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintasdan angkutan jalan 

dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan 

negara. 

Menurut iptu bambang triyono bahwa dalam menjamin terwujudnya 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar 

keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji 

berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi 
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menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal senada dikemukakan iptu bambang 

triyono, bahwa sarana transportasi dari sepeda motor adalah sepeda motor itu 

adalah sepeda motor itu sendiri yang terdiri dari sejumlah spesifikasi yang secara 

menyeluruh membentuk sepeda motor yang sempurna (standar). Penambahan atau 

pengurangan spesifikasi mengakibatkan sepeda motor menjadi berubah dari bentuk 

aslinya. 

Sedangkan penggunaan sepeda motor secara teknis harus didasarkan pada 

fungsi kendaraan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu 

lintas dan angkutan jalan menurut iptu bambang triyono. Ketentuan pokok di 

bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas 

menurut iptu bambang triyono Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor 

adalah 31: 

• pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 

sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia 

• Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 
 

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor 

yang dikemudikan. 

 
 
 
 

 
31 8Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. 
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(2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 

(dua) jenis: 

a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan 
 

b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum 
 

(3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus 

memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan 

dan pelatihan atau belajar sendiri 

(4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, 

calon pengemudi wajib mengkuti pendidikan dan pelatihan pengemudi 

angkutan umum 

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti 

oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan 

bermotor perseorangan. 

• Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada 

siang hari. 

Polisi yang bekerja di lapangan merupakan pihak yang sangat berperan 

untuk meletakkan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal- 

pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarang, melainkan ditaruh atas 

pelanggaran yang terjadi. Menurut iptu bambang triyono, Kanit Lantas Polsek 

Semarang Selatan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah 

diterapkan namun kenyataan dilapangan masih terjadi pelanggaran - pelanggaran 

dalam berlalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara 
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sepeda motor adalah tidak menggunakan helm, tidak patuh terhadap rambu-rambu 

lalu lintas, tidak memiki surat tanda nomor kendaraan(STNK) dan surat izin 

mengemudi (SIM), tidak menyalakan lampu disiang hari. 

Penerapan Undang-Undang Lalulintas pun kebanyakan menyimpang dari 

isi undang -undang karena ketika masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan 

tanpa pemahaman dan tidak mengerti tentang aturan maka sering di tegakan 

hukumnya akan tetapi ketika anggota lalulintas, TNI, maupun yang ada hubungan 

kekerabatan dengan polantas tersebut maka selalu di loloskan dalam razia tersebut, 

ini menandakan bahwa sering terjadi ketidak adilan dalam sebuah penerapan 

hukum. 

Berbagai macam pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor human 

error atau kesalahan manusia yakni perilaku masyarakat yang kurangtertib dalam 

berlalu lintas sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun oranglain. Menurut 

iptu bambang triyono, bahwa dengan peraturan lalulintas yang ada di dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat 

aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat 

memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturanyang ada memiliki sanksi 

apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses 

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada 

pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi kebijakan lalu lintas dan 
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angkutan jalan di Kota Semarang di jalankan sejak disahkannya Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah, 

dengan sendirinya akan terkomunikasikannya kepada setiap bagian pelaksana atau 

implementor untuk menjalankan kebijakan tersebut. Polres merupakan instansi 

penegak hukum yang dimiliki pemerintah yang sesuai dalam menjalankan 

kebijakan Undang - Undang Lalu Lintas serta bermitra kepada instansi terkait 

dalam menjalankan Kota Semarang sebagai kota yang taat kepada aturan lalu lintas 

memang sangat sulit dikarenakan pola pikir masyarakat yang berbeda-beda untuk 

mematuhi kebijakan dari pemerintah yang sebagian besar selalu menjadi 

pelanggaran bagi masyarakat. 

Untuk terealisasinya kebijakan tersebut maka Polrestabes Semarang 

selaku penegak hukum melakukan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 

2009 akan efektif apabila kebijakan tersebut juga ditunjang dengan komunikasi 

yang baik, tidak hanya kepada implementor kebijakan tetapi juga kepada target 

group kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna jalan yang 

ada di Kota Semarang. dalam memaksimalkan penyebaran informasi tersebut 

Polrestabes Semarang. Satlantas melakukan sosialisasi keselamatan berkendara 

kepada masyarakat bahwa yang paling utama adalah para implementor mengetahui 

dari isi dan tujuan dari undang-undang tersebut. 

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa kegiatan sosialisasi Undang- 

Undang Nomor RI 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara 

penerapan telah dilakukan secara maksimal kepada kelompok sasaran. Hal tersebut 

dapat dilihat dari penyampaian informasi baik melalui pertemuan formal kepada 
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kelompok sasaran, baliho/papan reklame, media cetak maupun media Televisi dan 

radio serta juga melalui media informasi online karena dapat langsung diakses oleh 

masyarakat yang menginformasikan kepada kelompok sasaran tentang kebijakan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun keselamatan berkendara. Namun 

temuan yang terjadi dilapangan ternyata masih banyak kelompok sasaran yang 

masih melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas, seperti misalnya tidak 

menggunakan helm pada saat polisi tidak bertugas, menggunakan handpone saat 

berkendara dan pelanggaran lalu lintas lainnya. 

Berkenaan dengan dukungan sumber daya manusia dalam 

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui kegiatan 

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu 

lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan 

angkutan jalan di Kota Semarang perlu dibutuhkan sumber daya yang berkompeten 

untuk mengatasi masalah lalu lintas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 

dari aspek sumber daya manusia, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai terutama dari 

segi jumlah personil. Sehingga belum semua kegiatan yang dalam Undang-Undang 

tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Semakin kompleks dan rumintya 

masalah lalu lintas dan angkutan di Kota Semarang harus diimbangi dengan jumlah 

aparat yang sesuai kebutuhan. 

Hal tersebut dapat dijelaskan sumber daya untuk dari segi pendidikan 

memang sangat didukung penuh oleh pihak kepolisian untuk memberikan 

pelatihan-pelatihan kepada personilnya agar dapat menjalankan kinerjanya menjadi 
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lebih baik lagi. Namun, jika tidak diimbangi dengan jumlah personil yang 

dibutuhkan maka akan menjadi tidak berguna karena luas dari wilayah dan jumlah 

pengguna jalan di kota Semarang. Hasil temuan dilapangan yang terjadi bahwa 

polisi bertugas mengatur lalu lintas pada saat jam-jam tertentu, seperti pagi dan 

siang hari ataupun pada saat keadaan macet. Lain halnya pada saat malam hari yang 

terlihat bahwa sangat jarang personil berada di jalan untuk mengatur lalu lintas. 

Sementara itu untuk mendukung dari kinerja personil maka di tingkatkan melalui 

adanya sarana dan prasarana yang memadai dijalan yakni seperti rambu-rambu lalu 

lintas dan lainnya yang mendukung kelancaran lalu lintas. Tetapi, yang terjadi tidak 

dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, hal ini terjadi karena kurangnya 

kesadaran berkendara dari masyarakat dan komunikasi yang dilakukan 

imlplementor tidak berjalan sesuai yang diharapkan. 

Terkait dengan disposisi implementor kebijakan dalam implementasi 

Undang- Undang Nomor RI 22 Tahun 2009 di Kota Semarang menunjukkan bahwa 

implementor kebijakan masih kurang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa harus ada kinerja yang maksimal oleh petugas sebagai implementor.Kondisi 

ini tentu menunjukkan bahwa responsivitas dan komitmen aparat dalam 

melaksanakan tugasnya masih kurang. Kurangnya komitmen implementor 

kebijakan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tercermin dari masih adanya praktek penyalahgunaan kewenangan oleh oknum 

untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seperti melakukan kebijakan hukum tidak 

sesuai prosedur yang berlaku terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas, 

 
29 



 
karena masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih jalur tidak mau repot jika 

tertangkap telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kondisi ini tentu bertentangan 

dengan tugas dan fungsi Polri.Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab 

masyarakat kurang simpatik terhadap penegakan hukum berlalu lintas di Kota 

Semarang. 

Kondisi ini juga tercermin dari hasil pengamatan penulis di lapangan 

dimana terkadang di pos-pos polisi tidak ada satu personil pun yang melakukan 

pengamanan. Ssehingga tidak mengherankan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, 

apalagi penanganannya juga cenderung lambat serta dari aspek penegakan 

hukum,masyarakat juga masing sering menggunakan cara-cara yang menyebabkan 

terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian. Masyarakat yang 

terkena masalah hukum, akan menggunakan jalan pintas dengan membayar petugas 

agar urusannya menjadi lebih cepat. Hal ini yang menyebabkan sikap para 

implementor tidak konsisten terhadap aturan yang berlaku, sehingga rentan terjadi 

penyelewengan kewenangan. 

Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting dalam pelaksanaan 

suatu kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando 

dan pola koordinasi antar unit kerja dalam organisasi. Aspek-aspek yang terkait 

dengan struktur birokrasi antara lain adanya standar operasional prosedur (SOP). 

Selanjutnya adalah fragmentasi yaitu penyebaran pola hubungan kerja antar bagian 

dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan 

tanggungjawab kegiatan- kegiatan atau aktivitas petugas diantara beberapa unit 

kerja. 
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Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

permasalahan yang berkaitan dengan SOP adalah masih banyak aturan lainnya 

untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum 

disiapkan atau kurang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan 

tersebut, SIM merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga 

negara yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan memiliki SIM. Sejalan 

dengan kepemilikan SIM di wilayah Kota Semarang diketahui bahwa, kesadaran 

masyarakat Kota Semarang untuk memenuhi kewajibannya memiliki SIM memang 

sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat yang 

mengajukan pembuatan SIM maupun perpanjang masa SIM. 

Namuna harus diakui bahwa belum semua masyarakat pengguna jalan di 

Kota Semarang memiliki SIM.Tak terlepas dari hal tersebut bahwa tersedianya 

loket pelayanan tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin melakukan 

pembuatan maupun perpanjang masa berlaku SIM, hal ini yang menyebabkan 

banyaknya antrian yang dilakukan oleh kelompok sasaran untuk mendapatkan 

pelayanan dari pihak kepolisian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur 

birokrasi belum berjalan dengan optimal.Hal ini terlihat dengan dari segi pelayanan 

bahwa tersedianya loket tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang menyebabkan 

antrian panjang, proses pembuatan SIM masih terkesan berbelit-belit bagi 

masyarakat karena prosesnya yg panjang serta perlu waktu lama, dan hal ini yang 

menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki SIM namun sudah 

menggunakan kendaraannya di jalan raya. 
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B. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPTU Bambang Triyono 

sebagai Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan pada hari Senin 22 Februari 2021 

Pukul 09:00 – 11:00 WIB, dijelaskan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh 

penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat 

patuh hukum menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, antara lain : 

• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib lalu lintas yang 

menjadi factor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas 

• SDM masyarakat Kota Semarang yang belum merata sehingga terkadang 

sulit untuk menerima pengarahan atau penyuluhan dari petugas dalam 

menyampaikan UU No. 22 tahun 2009 

• Faktor geografis, seperti jalan rusak, naik turun, dan pada waktu malam hari 

gelap (penerangan kurang) menjadi factor dalam menghambat pelaksanaan 

No. 22 tahun 2009 

Selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu 

lintas dan banyaknya pelanggaran lalu lintas suatu tindakan baik sengaja ataupun 

tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas 

yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. 
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Sanksi / hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu 

lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih 

disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang 

melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, 

diantaranya Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

(STNK). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan iptu bambang triyono terkait 

kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan 

kesalamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa 

kewajibannya sebagai warga negara yang baik, faktor keselamatan sangat 

mempengaruhi dirinya dalam mentaati peraturan lalu lintas, tetapi walaupun begitu, 

masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas yaitu mengendarai kendaraan roda 

dua (motor) dengan tidak membawa surat-surat kendaraan, seperti SIM, STNK, 

Helm, ia mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar lalu lintas dan angkutan 

jalan, tapi ia berpendapat bahwa hal ini dikarenakan buru-buru Ia harus tiba 

ditempat tujuan. 
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C. Solusi Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang. 

Berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat Di Polrestabes Semarang 

tidak terlepas dari masalah yang paling mendasar dari diri setiap masyarakat 

Indonesia, pada diri masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau 

membudaya dimana di dalam kehidupannya selalu melihat orang lain, yang pada 

dasarnya melihat orang lain itu ada dua kategori yaitu: 

1. Melihat orang lain dari sisi positif (baik) Pada waktu mengendarai 

kendaraan kita sabar antrian panjang apabila ada kemacetan diperjalanan 

yang di sebabkan oleh halhal tertentu contoh: 

a. Akibat mobil yang didepan kita mogok di badan jalan raya ; 
 

b. Akibat Jalan longsor yang tidak memungkinkan dua lajur difungsikan 

dalam satu waktu; 

c. Akibat perbaikan jalan raya 
 

2. Melihat orang lain dari sisi negatif (buruk) Pada saat mengenderai 

kendaraan kita buru-buru untuk melakukan suatu hal yang kita maksud, 

yang mana perbuatan itu sudah kita ketahui tidak baik namun masih 

dilakukan, bahkan kita sadari perbuatan yang kita lakukan tersebut telah 

bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hasil dari perbuatan itu bisa 

merugikan pribadi kita sendiri dan orang lain, baik itu berbentu harta benda 

maupun jiwa raga antar lain: 

a. Mendahului kendaraan dari lajur sebelah kiri; 
 

b. Mengambil hak pengguna jalan raya; 
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c. Tidak menjaga jarak 

 
Sesuai dengan pasal 106 ayat (1). Setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh 

konsentrasi. Dinamika kehidupan seharihari yang terus berubah-ubah dan semakin 

kompleks seringkali menyebabkan terjadinya konflik antara individu dengan 

individu yang lainnya. 

Faktor kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Di Polrestabes 

Semarang terkait masalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Di 

Polrestabes Semarang masih sangat sangat rendah. Sebab dilihat dari keseharian 

para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak tidak mengikuti aturan 

terkait keamana dan keselamatan berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan 

bermotor di jalan raya. Seolaholah mereka tidak menghiraukan peraturan terkait 

masalah keamanan dan keselamatan Berlalu Lintas, selalu mengikuti kehendaknya 

sendiri tanpa memikirkan akibatnya pada dirinya dan orang lain. 

Upaya yang dilakukan Di Polrestabes Semarang dalam mengatasi 

rendahnya tingkat kesadaran hukum Masyarakat dalam berlalu lintas yaitu dengan 

upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 

tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dilihat dari permasalahanpermasalahan yang 

terjadi akibat kurang tegasnya aparat penegak hukum kepada pengendara kendaraan 

bermotor yang masih tidak mentaati aturan tentang keamanan dan keselamatan 

berlalu lintas pada saat berkendara akan menambah permasalahan-permasalahan 
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yang baru, maka dari itu kepolisian lalu lintas Di Polrestabes Semarang melakukan 

upaya; 

a) Tindakan Preventif 
 

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 

sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran 

yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor yang tidak 

mentaati keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara di 

jalan raya. Koordinasi yang dilakuakn oleh pihak Kepolisian dengan 

masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan 

kesadaran hukum dimasyarakat. Dengan melakukan koordinasi terpadu 

kepada tokoh-tokoh masyarakat, sekolah sekolah, perusahaanperusahaan, 

dan tempat pelatihan mengemudi melalui sosialisasi dapat meningkatkan 

kesadaran hukum di masayarakat. Dengan begitu sosialisasi yang dilakukan 

pihak kepolisian dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai bagaimana berkendara yang baik dan benar. Tindakan preventif 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum 

terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang, untuk melaksanakan hal 

tersebut pihak Kepolisian melakukan beberapa tindakan antara lain 

melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai keamanan dan 

keselamatan berlalu lintas di jalan-jalan protokol, dan disetiap 

persimpangan jalan di wilayah hukum Di Polrestabes Semarang serta tak 

lupa pula memasang spanduk spanduk yang berisikan himbauan tentang 

keamanan dan keselamatan berlalu lintas diwilayah hukum Di Polrestabes 
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Semarang. Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang 

juga melakukan upaya untuk: 

1. Membangun budaya tertib Berlalu Lintas Budaya tertib Lalu Lintas ini 

hendaknya menjadi suatu kesadaran yang mendasar di dalam diri 

pengendara kendaraan bermotor, sehingga para pengendara kendaraan 

beromotor dapat selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada 

dan tidak membahayakan baik dirinya sendiri ataupun orang lain dalam 

berlalu lintas di jalan raya. Pihak kepolisian hendaknya juga turut 

berpartisipasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dengan 

cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, (Dikmas) pendidikan 

ke masyarakat ke sekolah sekolah menengah atas, perusahaan- 

perusahaan, dan lain-lain sebagainya 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Peningkatan partisipasi 

masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi kepolisian dalam 

memberikan penyuluhan terhadap pentingnya merealisasikan keamanan 

dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendaraan. Sembari dari itu 

bahwa Masyarakat juga harus memiliki kepekaan yang kuat terhadap 

perkembangan hukum, dengan begitu penegakan hukum akan berjalan 

dengan baik. Disamping itu, peranan aktif kepolisian juga sangat 

diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat 

yang mana masih tampak sangat minim sekali dalam hal perkembangan 

UndangUndang Lalu Lintas terutama dalam hal keamanan dan 
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keselamatan berlalu lintas. Jadi dibutuhkan partisipasi aktif Kepolisian 

dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. 

b) Tindakan Represif 
 

Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara 

nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara 

kendaraan bermotor, yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi 

berupa teguran tertulis, sampai pada penindakan. 
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BAB V 

 
Penutup 

 
A. Simpulan 

 
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang 

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kota Semarang. 

Satuan Lantas Polrestabes Semarang. Melakukan sosialisasi undang-undang lalu 

lintas dan angkutan jalan di berbagai macam tempat seperti di sekolah-sekolah 

dari tingkat pertama atau sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), 

dan sekolah menengah atas (SMA), pangkalan-pangkalan ojek, perkantoran dan 

kampus yang menerangkan tentang muatan dari pada undang-undang lalu lintas 

dan angkutan jalan, kelengkapan-kelengkapan sepeda motor dalam berkendara, 

manfaat- manfaat dari pada kelengkapan sepeda motor, sikap untuk mematuhi 

undang- undang, menaati undang-undang dan menyadari bagaimana 

menjalankan amanah undang-undang tersebut. 

2. Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang 

Hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam implementasi UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah stunya masih 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, 

disamping itu juga sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum 
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memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat 

pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, 

ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen 

masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat 

belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu accident. 

3. Solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang. 

Masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau membudaya dimana di 

dalam kehidupannya selalu melihat orang lain Melihat orang lain dari sisi positif 

(baik) atau Melihat orang lain dari sisi negatif (buruk) Faktor kesadaran hukum 

masyarakat wilayah hukum Di Polrestabes Semarang terkait masalah keamanan 

dan keselamatan berlalu lintas di Di Polrestabes Semarang masih sangat sangat 

rendah. Sebab dilihat dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang 

masih banyak tidak mengikuti aturan terkait keamana dan keselamatan berlalu 

lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya 

B. Saran 
 

Perlunya sosialisasi yang lebih mendalam untuk Implementasi Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 baik untuk masyarakat maupun personil penegak 

hukum, selain itu perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap 

pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas agar kepatuhan 

masyarakat terhadap aturan berkendara di jalan lebih baik. 
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